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A. Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis
1. Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis
a. Sistem

Kata “sistem” mempunyai arti: metode/cara yangtterauntuk
melakukan sesuatu); susunan caratinya, “sistem” bisa diberikan
terhadap suatu perangkat/mekanisme yang terdirbedgran-bagian di
mana satu sama lain saling berhubungan dan saéngperkuat.

Pengertian lainnya yang umum dipahami di kalangaana
adalah sistem itu merupakan cara untuk mencapaarnujertentu di
mana dalam penggunanya bergantung kepada berb&tgai yang erat
hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan tefsebut

Dengan demikian penulis dapat mendefinisikan bakistem
adalah suatu sarana atau komponen yang saling itaerkdan
berkesinambungan yang diperlukan untuk mencapaanuj

b. Pengelolaan Keuangan

Dalam Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan,
Husaini Usman menjelaskan, bahwa pengelolaan seimgsadengan
manajemen yang berasal dari bahasa Latin, yaiiuadal katamanus
yang berarti “tangan” daagere yang berarti “melakukan”. Kata itu
digabung menjadi kata kerjmanagere yang artinya menangani.
Managerediterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bekeite
kerjato managedengan kata bendaanagementdanmanager untuk

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirmgamagement

! Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bartgamus Ilimiah Populer(Surabaya: Arkola,
1994), him., 712

2 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan IslarJakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),
him., 245.
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diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadajeraen atau
pengelolaar.

Husaini Usman juga mengutip dari pendapat Par&bwh
manajemen/pengelolaan ialah seni melaksanakan jpeker
melalui orang-orang the art of getting things done through
people).*

Sedangkan Sufyarma mengutip dari Stoner bahwa
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganjsasi
kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota osgamian
penggunaan sumber daya organisasi untuk mencajogintu
yang telah ditetapkan secara efektif dan efiien.

Heidjrachman Ranupandojo juga mengutip beberapa
definisi manajemen, antara lain dari George Tenygnajemen
adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukaduseinga
dengan mempergunakan bantuan orang lain. Dalam
kutipannya, L.A. Apply mendefinisikan manajemen laba
keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu
pekerjaarf.

Ibrahim Ishmat Mutowi’ mengutip dari Haughton, bahw
manajemen adalah :

g S e Gy (31 ~SUala T L8 553 YT Gl
slaiall 3 Jaall 1) dlalall (5 sall ada s 4408 )11
Manajemen menurut istilah adalah suatu aktivitagigya
mengakibatkan pengarahan, pengawasan, dan pengeraha

segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktiviksnd
organisas.

Sedangkan keuangan adalah berasal dari kata “ugaigg
memiliki arti alat tukar/standar pengukur nilai $kéuan hitungan)
yang sah: harta, kekayd&aryang mendapatkan imbuhan ke-an
mempunyai arti sifat: dana, biaya.

% Husaini UsmanManajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikadakarta: PT Bumi
Aksara, 2006), him, 3.

*Ibid,,

® SufyarmaKapita Selekta Manajemen PendidikéBandung: CV Alfabeta, 2003), Cet.
1, him. 188-189.

® Heidjrachman Ranupandojdgeori dan Konsep ManajemetlYogyakarta: UPP-AMP
YKPN, 1996), Cet 2, him, 41.

" lbrahim Ishmat Mutowi’, Al-Ushul al Idariyah li al Tarbiyah (Riyad: Dar al Syurug,
1996), him, 13

8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&@ajsan, Kamus Besar
Bahasa IndonesjgJakarta: Balai Pustaka, 1993), him. 1232-1233.
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Jadi bila dalam arti sempit, pengelolaan keuangapatd
diartikan sebagai tata pembukuan. Sedang dalartuastimengandung
arti pengurusan dan pertanggungjawaban suatu lembadpadap
penyandang dana, baik individu maupun lemBaga.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkarhwza
pengelolaan/manajemen keuangan adalah sebuah pesgarusan
yang bersangkutan dengan pendanaan/anggaran yafigathas
prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, grgagisasian,
pelaksanaan, kepemimpinan, pengendalian dan selyagaintuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara Efekin efisien
melalui usaha orang lain

c. Sekolah Gratis

Sekolah adalah merupakan sosok dari sebuah organisa
pendidikan yang melaksanakan kegiatan yang dikeletara
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yangrimticapai:’
Sedangkan gratis artinya adalah Cuma-Cuma; tidalgate
bayaran; bebas béh.

Jadi sekolah gratis adalah seperti yang dikutigh damid
Hasan dari kamus besar bahasa Indonesia bahwaalkekol
gratis/pendidikan gratis adalah pendidikan yangktidipungut
biaya apa pun?

Definisi di atas mengandung makna bahwa sekolatisgra

adalah lembaga pendidikan yang mana dalam pelaksakegiatan
pembelajarannya tanpa adanya pungutan biaya apdgngan kata
lain bebas dari biaya apapureg).

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber mamaggalah
dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu ditas pada prinsip-

® M. Sulthon Masyhud, dkkManajemen Pondok Pesantreflakarta: Diva Pustaka,
2004), Cet 2, him, 187.

% Tim Dosen Administrasi Pendidikafengelolaan Pendidikan(Bandung; Jurusan
Administrasi Pendidikan Fakultas lIlmu Pendidika®02), him, 16.

1 pjus A Partanto dan M. Dahlan Al Bar@p.Cit 206.

2 Hamid Hasan, Ybah Definisi Sekolah Gratis http://www.mailarchive.com/cikeas
@yahoogroups.com/msg20514.html, him, 1.
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prinsip umum pengelolaan keuangan, seperti apa gmsepputkan oleh M.

Sulthon Masyhud, dkk, adalah sebagai berikut:

a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kkantteknis yang
disyaratkan

b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencanagondgegiatan

c. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari datukuapa
keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipgggtangjawabkan
disertai bukti penggunaannya

d. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil priodiddam
negeri sejauh hal ini dimungkinkah.

Dengan penjelasan prinsip-prinsip tersebut, penutiapat
menggaris bawahi, bahwa dalam pengelolaan keuamggnlebih efektif
dan efisien perlu adanya penyesuaian kebutuhanase&gar tidak terjadi
pemborosan, pengelolaan yang baik sesuai dengaanagytang telah
disepakati, dan transparansi terhadap semua pihak-pyang terkait
terutama terhadap para donasi agar para pihak-piag terkait lebih
percaya lebih-lebih pada para donasi, serta sefisagkin lembaga
pendidikan mengembangkan dana yang telah diperaayak

3. Pengelolaan Keuangan

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas sereargkamponen
yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dagklingan untuk
melakukan proses transformasi serta mengeluarksih Kebutuhan akan
masukan dan keluaran merupakan kenyataan yang dajakt dipungkiri
dari ketergantungan sekolah terhadap masyarakatlidghungannya.
Masukan terhadap sistem sekolah mencakup lunakskeian manusia
yang selaras dengan perkembangan lingkungan terthatlzarar*

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu suialgar

yang secara langsung menunjang efektivitas danemfis pengelolaan

3 M. Sulthon Masyhud, dkkQp.Cit, him, 187.
4 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi danlemgmtasi
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 7, hilt2.
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pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Ilgaran dan

pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentizkamerupakan

bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajermpendidikan.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekwdahpakan

komponen produksi konsumtif yang menentukan tealatsya kegiatan-

kegiatan proses belajar mengajar di sekolah berkamaonen-komponen
lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakkan sekolah
memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidasadari. Komponen
keuangan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agaradgang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang temy@ tujuan
pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangkdBS, yang
memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untmcan dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai denganluesp masing-
masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikatalu
dihadapkan pada keterbatasan dana, apa lagi daladisk kritis seperti
sekarang int®

Tentunya dalam menunjang pendidikan yang bermuttunga
tidak lepas dari pendanaan atau sumber-sumber dang perlu
didapatkan. Maka M. Nurdin Matry menambahkan, bahsuember
keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah semdgabgsar dapat
dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupduoakguanya,
yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan kepentingan
pendidikan: hal ini sangat tergantung dari kebijpkanum anggaran
dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPA) dari APBMPBD
Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, berapa yang dialikeas pada
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan berapa diafokasikan

ke sekolah.

> M. Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalama Er
Otonomi Daerah(Makassar: Aksara Madani, 2008), him. 171.
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b. Orang tua atau peserta didik
c. Masyarakat, baik yang mengikat ataupun tidak meaigiBerkaitan
dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan rakaya
ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem PendidikaioNa 2003
bahwa, karena keterbatasan kemampuan pemerintn gaimenuhan
kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atasmp#man dana
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama ap&rgerintah,
masyarakat dan orang ttfa.
Senada dengan apa yang dikutip oleh Mujamil Qonaer H.
Mulyasa, bahwa sumber keuangan atau pembiayaan Soedia
sekolah secara gratis dapat dikelompokkan menigaisumber
sperti yang telah disebutkan di atas.

Oleh sebab itu pandangan penulis, mengenai sumiggyaean
pendidikan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepaelaerintah atau
masyarakat. Karena sesuai aturannya, bahwa penmrekebatuhan dana
pendidikan ditanggung bersama oleh semua pihak, bagknerintah
masyarakat, orang tua. Hal itu agar amanat UUD 8dtang hak tiap-

tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan hzeyady.

4. Aplikas Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis
Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhagiambsngan
dengan perencanaan, implementasi, dan pengawasamges sebagai
berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan ataullanningadalah kegiatan awal dalam sebuah
kegiatan dam bentuk memikirkan hal-hal yang terkdéngan
pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang opti@kdh karena itu
perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebbhaludan di

16 ||hi
Ibid, 172.
" Mujamil Qomar Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelnl®endidikan
Islam (Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), hing, 16
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samping sebagai sebuah kebutuhan segala sesuatierloiem
perencanaan. Dalam suatu Hadis, Rasulullah SAWsabda,

) s oaald | A S olé atdle s | el Jads o cha i 13
(‘ﬂJM\ua\o\j)) 449 \J.Ja u\S

Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaara madrkanlah
akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, datbildan jika
perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. (HR Ibnubldrak)*®

E. Mulyasa juga menjelaskan, bahwa perencanaanmdala
manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakaresulaa untuk
menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya iupeandidikan di
sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumbea gagg
diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhuburdgamgan anggaran
ataubudget sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bedat
untuk setiap komponen kegiatéh.

Sesuai dengan firman Allah,
OHYN ¢ 76 AP oS HEAN®)
&>MADEHN O ORG 0N A P o Se
o R AR MR- ORNEAR IR
ESJIRASE Q)72 =2 B €Yok 0B X@D

&E S AEAQCEIAOE

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperafgadiNya
dalam barisan yang teratur seakan-akan merekatissyeiu bangunan
yang tersusun kokoh. (QS. Ash-shof?%).

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa pentingnglauah

susunan suatu organisasi. Oleh karena itu dalanyusen rencana

'8 Didin Nafidhuddin, dan Hendri Tanjuniylanajemen Syariah Dalam Praktiklakarta:
Gema Insani Press, 2003), Cet 1, him, 77.

19 E. MulyasaManajemen Berbasis Sekolah Konsep, Op@it, 7, him, 173.

% Mahmud Yunus,Tafsir Quran Karim Bahasa IndonesigJakarta: PT Hidakarya
Agung, 2004), Cet 73, him, 826.
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harus disusun dengan rapi dan teratur yang sesmgad peraturan
yang telah ada.

Sedangkan fungsi perencanaan dalam bidang keuangan
khususnya dana dari APBN dilakukan dengan cara igiengdata
kebutuhan keuangan selaku bahan pembuatan usjdkabangsuran
yang akan diajukan kepada instansi yang berwewensedangkan
dana-dana lainnya ditetapkan setiap tahun dalamukeRencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang disbetsama-
sama antara pimpinan sekolah dengan pengurusesetiplalf?

Adapun perencanaan keuangan sekolah setidaknyaakugnc
dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan perggab Rencana
Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Kedua kegiatekoldersebut

diuraikan sebagai berikut:

1) Penyusunan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SekolahBRA
adalah suatu hal yang penting keberadaannya dadbkas fungsi
perencanaan dalam manajemen keuangan di sekolatu S
tuntutan manajemen pendidikan modern bahwa lembaga
pendidikan formal memiliki Rencana Anggaran setipun baik
berupa rencana pendapatan/penerimaan, maupun a@encan
belanja/pengeluaran, sehingga program kegiatan ekolah
disusun dengan memperhatikan unsur pembiayaan,paggram
kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Progranatieegsekolah
dan sumber pendapatan untuk membiayai progranmigaipakan
suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan langyang

disebut dengan Program Budgeting Sistem (PBS).

2L M. Nurdin Matry,Op.Cit, him. 174-175.
2 bid,.
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Penyusunan anggaran sekolah atau sering disebgfarang
belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan ddiammat-
format yang meliputi:

a) Sumber pendapatan terdiri dari UYHD, DPP, OPF, kdam
lain.

b) Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, paagadan
pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan daalaslat
pelajaran, honorarium dan kesejahter&an.

Sedangkan untuk menyusun anggaran sekolah tentu saj
membutuhkan pihak yang bertanggung jawab dalam yseman
anggaran tersebut. Kepala sekolah bersama komikelabe
berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Pendapatan d
Belanja Sekolah (RAPBS) setiap tahun dengan meraplean
langkah penyusunan sebagai berikut:

a) Menginventarisir melalui diskusi tentang programgikéan
sekolah pada tahun yang akan datang, baik kegiattm
maupun pembangunan, yang realistis tasibleyakni yang
dapat dikerjakan dan dapat dibiayai. Program bu#aftar
keinginan yang susah dilaksanakan atau bahkan sulit
memperoleh dana untuk membiayai program itu. Karena
program kegiatan sekolah adalah suatu kebutuhag gapat
dilaksanakan dan mampu dalam pembiayaan.

b) Menginventarisir sumber dana/pembiayaan yang
memungkinkan diperoleh pada tahun yang bersangkDiama
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan komponen-
komponen peruntukannya, subsidi pemerintah kabnfiat.
Demikian pula dimaksud masyarakat, orang tua peeskdik

dan dari pemerintah (pusat dan atau daerah). Bamicas

% E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah ProfessionéBandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), Cet 9, him, 198.
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perkiraan sumber pembiayaan itu maka sudah ddipsitukan
analisis tentang program kegiatan yang memungkinkan

c) Langkah merumuskan dan menetapkan program kegiatan.
Rumusan program kegiatan tersebut ditetapkan penidas
saran/pendapat/pertimbangan dari semua unsur yiankgit,
seperti komite sekolah, dewan guru, dewan tataaubahkan
dari pimpinan OSIS di sekalah yang bersangkutan.
Keikutsertaan semua pihak yang terkait dalam proses
penyusunan dan penetapan program kegiatan itu dind&kn
selain untuk memperluas dan memperkaya sumbemag,
juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran sertaugem
komponen sekolah dalam pelaksanaan semua kegekalals.

d) Menetapkan besarnya anggaran pada setiap sektoatdeeg
serta sumber pembiayaannya.

e) Melakukan analisis setiap butir program kegiatamasiarkan
atas ketersediaan dan urgensi pada setiap satuagrapr
kegiatan, dengan menyusun sekala prioritas.

f) Menetapkan satuan program yang definitif berdasarka
pertimbangan ketersediaan anggaran dan tingkahsirgatuan
program itu.

g) Mensosialisasikan program kegiatan itu dan sumber
pembiayaan kepada seluruh komponen sekolah termasuk
komite sekolah.

h) Mengajukan kepada pemerintah daerah melalui dinas
pendidikan setempét.

Sedangkan E. Mulyasa mengutip pendapat dari Lipham,
mengungkapkan bahwa kegiatan pokok penyusunan @mgga
terdapat empat fase adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan anggarammerupakan kegiatan mengidentifikasi
tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuandilam
penampilan operasional yang dapat diukur, mengasali
alternatif pencapaian tujuan dengan analisist efectiveness

24 M. Nurdin Matry,Op. Cit hlm, 175-176.
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membuat rekomendasi alternatif pendekatan untukcapen

tujuan.

b) Mempersiapkan anggaramntara lain menyesuaikan kegiatan
dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya,
distribusi, dan sasaran program pengajaran perlumdiskan
dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapemalatan,
dan bahan-bahan yang telah tersedia.

c) Mengelola pelaksanaan anggaraantara lain mempersiapkan
pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuabtksans
membuat perhitungan, dan mengawasi pelaksanaaraisesu
dengan prosedur kerja yang berlaku, serta memiayatrdn
dan pertanggung jawaban keuangan.

d) Menilai pelaksanaan anggaran antara lain menilai
pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaim
pencapaian sasaran program, serta membuat rekosnemntiak
perbaikan anggaran yang akan datang.

Sedangkan tujuan diadakannya keuangan dan pembiayaa
sekolah sudah tercantum dalam Permendiknas NodB/20
mengenai pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan
diharapkan dapat:

a) Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya invetdas
operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.

b) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operassekalah
mengatur:

(1) Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang
dikelola;

(2) Penyusunan dan pencarian anggaran, serta penggalang
dana di luar dana investasi dan operasional;

(3) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam
membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan
peruntukannya,;

(4) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta
penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite

sekolah, serta institusi di atasnya.

% E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional, Op.Ciet 9, him, 199.
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c) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operaseRalah
diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan depala
sekolah serta mendapatkan persetujuan oleh institatasnya.

d) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah unerigamin
terciptanya pengelolaan dana secara transparaakdaiabef®

Berdasarkan hal tersebut dapat di kemukakan bahwa
perencanaan sekolah dapat dikembangkan secaraif gikht
didukung oleh beberapa sumber yang esensial, sepert
a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai

wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyaraka

b) Tersedia informasi yang akurat dan tepat waktu kintu
menunjang pembuatan keputusan

c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepatmdala
perencanaan

d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang
pelaksanaaft’

Jadi penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam
penyusunan anggaran perlu mendapatkan perhatian yoisus
dari semua praktisi pendidikan dan pihak pengepsadidikan,
karena anggaran termasuk salah satu komponen meeraje
pendidikan yang dapat menyukseskan tercapainya artuju
pendidikan. Jadi perlu melibatkan orang-orang yprafesionali
untuk menyusun anggaran tersebut.

2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBYS)
Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh
langkah-langkah pendekatan dengan prosedur selemgjait.

a) Pada tingkat kelompok kerja

%5 M. Nurdin Matry,Op.Cit, him, 177.
2" E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional, Op.Ciet 9, him. 200.
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Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdani
para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antaia
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang udar
dikeluarkan, selanjutnya di klasifikasikan, dan akilkan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan.

Dari analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh
kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokgeng
diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikrran
sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancara
kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar nemgeaka
dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengam yhng
tersedia.

b) Pada tingkat kerja sama dengan Komite Sekolah

Kerja sama antara komite sekolah dengan kelompg& ke
yang telah terbentuk di atas, dilakukan untuk rggatgurus
dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan &egiat
yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan
RAPBS.

c) Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah
selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihalla tahap
sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja mekaku
konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, semgajukan
usulan RAPBS kepada kantor inspeksi pendidikan kuntu
mendapat pertimbangan dan pengeséhan.

Uraian di atas, untuk mengembangkan Rencana Anggara
dan Belanja Sekolah (RAPBS) kerja tim dan transmara
anggaran terhadap semua pihak agar dilakukan. Karen

mengingat pengembangan RAPBS agar lebih maksimal.

28 |pid, him. 200-201.
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b. Implementasi/Pelaksanaan Keuangan Sekolah
Paling tidak ada tiga sumber pokok dalam manajemen
pembiayaan pendidikan, yaitu: (fihancing menyangkut dari mana
sumber pembiayaan itu diperoleh, (Bydgeting bagaimana dana
pendidikan dialokasikan, dan (&ccuntability bagaimana anggaran
yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Dan tiga pokok tersebut akan dijelaskan sebagé#ier
1) Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumberpaatha
dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yaagasetiengan
ketetapan yang disepakati, baik berupa konseptitegriaupun
ketetapan pemerintah. Secara konsep banyak pendekaing
dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan kaomangmun
secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraahidip@m di
sekolah ada beberapa karakteristik yang idéfitik.

Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan
penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapanhbddngkan
dalam anggaran belanja sekolah antara lain melmgiaran rutin
(DIK); anggaran pembangunan (DIP); dana penunjamglidikan
(DPP); dana masyarakat, donatur, dan lain-lain yhagggap sah
oleh semua pihak. Pendanaan pendidikan pada dadaensumber
dari pemerintafi! orang tu& dan masyarakat.

% Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daeratdan Implikasinya
Terhadap Penyelenggaraan Pendidik&rekarta: PT Raja Grafindo, 2007), him, 122.

%0 E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional, Op. Ciet 9, him, 201.

1 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, menjelaskanvimipada umumnya penerimaan
dana dari pemerintah dibedakan menjadi dua yagmepintah umum dan pemerintah khusus.
Yang termasuk dalam golongan pemerintah umum adsdatua penerimaan pemerintah dari
pajak, pajak pendidikan dari perusahaan-perusahdan, iuran-iuran pembangunan daerah.
Sedangkan yang dari pemerintah khusus pendidiki@amaalain bantuan atau pinjaman luar negeri,
seperti bantuan dari badan internasional PBB (UNI@&n UNESCO), pinjaman dari bank dunia.
Lebih lengkapnya baca: Tim Dosen Administrasi Peikédn,Op.Cit,him, 136-137.

% Termasuk dalam golongan ini adalah Sumbangan Remb Pendidikan (SPP) atau
BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari pesadi& dtau orang tua siswa pada setiap bulan
yang disetorkan ke Kantor Dinas Pendidikidod.,
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Penulis menambahkan, di samping pendanaan yang dari
pemerintah, peserta didik, dan masyarakat makat gapa dana
tersebut digali dari sumber-sumber yang mungkimn piaak-pihak
masyarakat dalam bentuk kerja sama yang saling umémggkan.

Sedangkan prosedur pembukuan penerimaan keuangaahse
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tdmpa
menganut pola perpaduan antara pengaturan penfegosat dan
sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yaalg tditetapkan
oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sdktl#ak boleh
menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengelugaa dan
sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalakattingkro
kelembagaan. Dengan demikian pola manajemen kenaagalah
terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasi@adhh satu
kebijakan keuangan sekolah adalah adanya penctmbahan
dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya pargelolaannya
dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai deregatupan yang
berlaku. Namun demikian sesuai dengan semangabroiataerah
dan desentralisasi pendidikan dengan mengembangkasep
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka sekolah Hhkémi
Kewenangan dan kekuasaan yang cukup lebar dalarankga
dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektivita
pencapaian tujuan sekol&h.

Kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pemeikefzdda
sekolah kadang justru malah menjadi beban terhaddolah.
Pasalnya, sekolah harus memikirkan bagaimana |esnlyagagar
tetap hidup. Dan bagaimana sekolah mengatur dang telah
didapatkan melalui bendahara. Pada umumnya dipseg&olah

telah ditetapkan bendahara sesuai dengan perarfudgsinya.

% Sumbangan-sumbangan swasta, perorangan ataudelyserusahaan, badan-badan
sukarela dan kelompok-kelompok. Sumbangan peroraatgal keluarga siswa tidak hanya bentuk
uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangumak mendirikan sekolaftbid., him,138.

3 E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Profession@p.Cit, Cet 9, him, 202.
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Untuk uang yang harus dipertanggung jawabkan, jdikun
bendahara oleh pihak yang berwenang dan sebagaanata
langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dkamku
merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapaigrintah

dari atasan langsung.

Sedang uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk
bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepabiaitzi
komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengarsetujuan
musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yarasél dari
masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harusdapat
persetujuan dari komite sekolzh.

Berkaitan dengan penerimaan atau penggalangan dama
berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakaing tua
peserta didik, dan para donasi maka penulis dapatggaris
bawahi, di sini menunjukkan bahwa peran masyaraaigat
penting dalam kerja sama untuk pengembangan semaajukan
pendidikan secara bersama-sama. Oleh sebab italabekarus
lebih pintar merangkul masyarakat agar dapat kesgana
membangun pencapaian tujuan pendidikan. Lebih-lgb#ua
sekolah-sekolah swasta yang notabene tidak merdapatuplai
dana penuh dari pemerintah. Dengan kata hmti hidupnya
sekolah tergantung dari sekolah itu sendadi mau tidak mau
sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat.

2) Pengeluaran
Dimensi alokasi secara garis besar dapat digolongka
menjadi dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaram ryang
sifatnya berulangrécurrent expenditufeatau aktiva lancar dan
pengeluaran kapital/modatdpital expenditurgatau aktiva tetap.
Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya ygreyglinakan
secara berkala dalam suatu masa tertentu (bulaaantahunan)

% Ibid, him, 203.
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seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawamnlpian bahan-
bahan ATK. Biaya pemeliharaan gedung, halaman akkalan
dana-dana operasiorial.

Hasbullah juga menegaskan atas pembagian penggunaan
sumber dana sekolah menjadi dua, yaitu:

a) Anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu: gaji, biaygerasional
keseharian sekolah, dan
b) Anggaran untuk pengembangan sekdfah.

Dana yang dipergunakan dalam kegiatan rutin madpoa
pengembangan tersebut memerlukan pengelolaan yai b
terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan swastdéava) atau
tidak mendapatkan bantuan pemerirtah.

Untuk mengelola anggaran yang tersedia maka harus
disusun dengan baik pula. Jadi dalam penyusunamgassg
alokasi penggunaan dana pendidikan, baik anggatanmaupun
anggaran pembangunan memerlukan suatu pengelolaan d
perhitungan yang cermat untuk penyelesaian tuggsstyang telah
ditentukan atau diprogramkan.

Dalam penyelesaian tugas-tugas perlu pengorgaaisasi
Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dalam bidangngan
dimaksudkan untuk mengatur alokasi anggaran paskran yang
telah ditetapkan dalam rencana anggaran. Pengatai@asi
anggaran pada sasaran tertentu menjadi pedoman bkewi
petugas bidang keuangan terutama bendahara seka@aj

bersangkutaf’

% Tim Dosen Administrasi Pendidika®p.Cit, him, 138.
3" HasbullahOp. Cit,him, 123.
% Tim Dosen Administrasi Pendidika®p.Cit, him, 139.
39 :

Ibid,.
“OM. Nurdin Matry,Op. Cit him, 178.
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Dengan mengorganisir anggaran dengan rapi, maka apa
yang telah diprogramkan oleh sekolah dapat terc&esuai apa
yang dikatakan oleh Ali Bin Abi Thalib,

iy Jalll aaliy alas B sl

Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir denga) bésa

dikalahkan kebatilan yang lebih diorganisir denggmi**

Oleh karena itu semua hal tersebut harus digerakiean
dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakamgsFu
penggerakan atau pelaksanaan dalam bidang keuangan
dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan arabdmadap
petugas keuangan agar dapat mengelola keuangalalseasuai
ketentuan yang berlaku, sesuai rencana dan seassaias yang
telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalamnge®la
keuangan terhindar dari penyimpangan terhadap tketenyang
berlaku dalam pengelolaan keuangan, khususnya §ganan
sekolah. Bimbingan pelaksanaan tugas dalam keuasegatah ini
dilakukan oleh supervisor atau pejabat lainnyautéena oleh
Kepala Sekolah selaku atasan langsung bendahar#iegratan-
kegiatan ini adalah dari aplikasi fungsi penggengbelaksanaaff

M. Nurdi Matry menambahi, Pengelolaan keuangan di
sekolah dilakukan dengan memperkatikan beberapaipriyaitu:

a) Pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik
berdasarkan kinerja yang harus dicapai dalam salwnt
pelajaran.

b) Pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan ketentua
pengelolaan keuangan yang diatur oleh pejabat Ibamge
khususnya dalam bidang administrasi, pembukuan dan

pelaporan keuangan.

“! Didin Nafidhuddin, dan Hendri Tanjun@p.Cit,Cet 1, him, 100.
“2M. Nurdin Matry,Op.Cit, him, 178.
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Prinsip keterbukaan/transparansi dalam penggunaaankan
sekolah perlu dilakukan, terutama dana yang bersurdari
masyarakat, komite sekolah dan dana dari pemerintah
(khususnya bagi sekolah swasta).

Kemampuan menyerap anggaran dimaksudkan semata-mata
untuk membiayai program kegiatan (dipakai habig)kalm
menghabiskan anggaran dengan tidak terarah ataanieara
boros.

Pembagian tugas yang jelas antara urusan umum yang
tugasnya membeli barang dan jasa serta fungsi baralaan
yang membayar barang dan jasa yang dipesan olelsarur
umum, sesuai faktur barang dan penagihan jasainHaérarti
bendaharawan yang tidak bertugas membeli barahglilsaya
urusan umum tidak berwenang melakukan pembayaran
terhadap barang dan jata.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka penulis
menyimpulkan, bahwa dana yang diperoleh dari beibag
sumber perlu digunakan secara efektif dan efishtinya,
setiap perolehan dana dalam pengeluarannya hatasadkan
pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikamyaden
perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

E. Mulyasa menegaskan, bahwa pengeluaran sekolah
berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolak unt
pembelian beberapa sumber ataput dari proses sekolah
seperti administrasi, guru, bahan-bahan, perleragkamlan
fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang
digunakan dalam proses sekolah, apakah digambai&iam

anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sus#kolah

*bid, 179.
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termasuk nilai setiapinput, yang digunakan, sekalipun
menyumbangkan atau tidak terlihat secara aKrat.

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran
keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola ydah te
ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang hdijadikan
patokan bendahara dalam pertanggung jawaban pemttku
meliputi format buku kas harian, buku tebelarisn darmat
laporan daya serap penggunaan anggaran serta peafaa
Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuagate
waktu serta peruntukann$a.

Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan
anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepealah
dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakekolah,
serta komite sekol&h di bawah pengawasan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarafét.

Penulis menyimpulkan, bahwa untuk mengeluarkan
dana/anggaran yang dimiliki oleh sekolah sebagaigmeihan
kebutuhan program yang telah direncanakan maka ls@suai
pola standar peraturan yang telah disepakati. [Raanpkepala
sekolah sangat dibutuhkan dalam pengawasan

penyelenggaraan/penggunaan dana karena kepalaatsekol

4 E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional.Op.Qitm, 203.

“ Tata cara pembukuan harus dikuasai benar olehrsgbendaharawan. Dalam pasal 77
ayat (1) ICW yang dimaksud dengan bendahara adaeing-orang dan badan-badan yang
karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpaembayar (mengeluarkan) atau
menyerahkan uang, atau kertas-kertas berharga daang-barang didalam gudang atau tempat-
tempat penyimpanan yang lain sebagai dimaksud dagasal 55 ICW dan selaku demikian
diwajibkan memberi perhitungan (pertanggung jawagbsentang hal pengurusannya kepada
badan pemeriksa keuandaifim Dosen Administrasi Pendidika®p.Cit,him, 143.

“6 E. MulyasaManajemen Berbasis Sekolah,. Op,@Im, 49.

4" Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Penaiidikasional: pada pasal 56
ayat (3) komite sekolah/madrasah, sebagai lembagadiny dibentuk dan berperan dalam
meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikanngzatigan, arahan dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikantipgkat satuan pendidikan.. baca: Tim
Redaksi Maarif PresKompilasi Kebijakan Pendidikan NasiopndlSemarang: PW LP Ma'arif
NU Jawa Tengah, 2006), Cet 1, him, 19.

8 E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional. Op.@lmn, 204.
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sebagaitop manajerdi sekolah yang harus menyetir segala
sesuatu yang berkaitan dengan sekolah terutamamdala

pengelolaan keuangan sekolah.

c. Evaluas dan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah

1)

Evaluasi

Aplikasi fungsi pengawasan dalam bidang keuangan
dilakukan secara rutin oleh atasan langsung bemdaan yakni
kepala sekolah dalam rangkailding control atau pengawasan
melekat. Selain itu, dilakukan pengawasan secasi@dntal dari
aparat pengawasan dari departemen bersangkutanBddan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil
pengawasan ini bermanfaat untuk memperbaiki kinpgtugas
dalam bidang keuang&n.

Pelaksanaan fungsi penilaian dalam bidang keuarigik
dapat dipisahkan dengan fungsi pengawasan. Hasgapeasan
dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan menjadi rbaltama
dalam memberikan penilaian terhadap pengelolaaargarr’

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian peagalol
keuangan, bila ditemukan penyimpangan maka petkeaangan
akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkatrppaggannya.
Sanksi itu bersifat teguran, sanksi administratigrmasuk
penggantian dana, bahkan bisa merupakan sanksngpigang
digolongkan dalam tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan evaluasi tersebut, maka penulis
menyimpulkan, bahwapengawasan keuangan memiliki fungsi
mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaagupaag
keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telahyada, telah
diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapatafei, sehingga

masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengamasapakan

49 M. Nurdin Matry,Op.Cit, him, 179.
*%bid,. him, 180.

*! bid,.
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usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan
penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telsdtamkan.
Apakah pelaksananya telah tepat dan telah mendudoipat yang
tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan itasinya telah
berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalaupgatdeesalahan dan
penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebadettap manajer
(kepala sekolah) pada setiap tingkatan organis&skelvajiban
melakukan pengawasan. Untuk melakukan pengawasag tgpat,
kepala sekolah dituntut untuk memahami pekerjaarg ydilakukan
oleh pelaksana administrasi keuangan.
2) Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan
keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk lagmriaman dan
triwulan kepada:
a) Kepala Dinas Pendidikan
b) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c) Kantor Dinas Pendidikan

Pertanggung jawaban yang dikenal dengan uang yamng h
dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiapabukepada
pihak yang ditetapkan sesuai dengan format darp&tte waktu.
Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk
pertanggungjawabannya sangat terbatas pada tipghkgurus dan
tidak secara langsung kepada orang tua peserta®didi

Jadi penulis menggaris bawahi segala proses yakgitzs
dengan  keuangan sekolah harus dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peratymag berlaku.
Maka dalam pelaporan/pertanggungjawaban harus uttidak secara

rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya.

2 E. MulyasaMenjadi Kepala Sekolah Professional. Op.@lIm, 206.
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5. Hal-Hal yang Mempengar uhi Keuangan
Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap akan itetalalu
berkembang dari tahun ke tahun. M. Nurdin Matry jeleskan, secara
garis besar perubahan pembiayaan ini dipengarwgti dua hal yaitu
faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luatesis pendidikan yang

meliputi hal-hal sebagi berikut:
1) Perkembangannya demokrasi pendidikan
2) Kebijakan pemerintah
Pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh
pendidikan secara gratis merupakan kepentingan faatysa agar
mampu memperhatikan dan mengembangkan bangsanya.
3) Tuntutan akan pendidikan
Kenaikan akan tuntutan pendidikan terjadi di marsaan Di
dalam negeri tuntutan akan pendidikan ditandai ek kuantitas
yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkardigémn
dan segi kualitas yaitu naiknya keinginan mempérg@endidikan
yang lebih tinggi.
4) Adanya inflasi
Yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan menyaun
nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sabgapengaruh
terhadap biaya pendidikan karena harga satuan teayanya naik
mengikuti kenaikan inflasi.

b. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal daradalsistem pendidikan
itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnjayab
pendidikan. Faktor tersebut antara lain:

1) Tujuan pendidikan
Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan
berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikaatatiguan ke
arah kompetensi.

2) Pendekatan yang digunakan
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Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakarprgktek
bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak did§panding
metode lain dan pendekatan secara individual.

3) Materi yang disajikan

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakannya tpkak
bengkel menuntut lebih banyak biaya dibanding dengeateri
pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyamiesia.

4) Tingkat dan jenis pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pdwaaidi
adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasdrnmbangan
lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajajenis
materi yang diajarkan, banyaknya guru yang mangkir,

Kedua hal tersebut di atas berpengaruh terhadapa bia
pendidikan yang biasanya dinyatakanit cost (satuan terkecil
pada biaya). Dan ketersediaan biaya yang memadahipakan
syarat penting dalam meningkatkan mutu pelayanadigikan>*

Dari beberapa penjelasan tersebut penulis mengfidlast,
bahwa sekolah agar selalu memperhatikan perkembapgag
dapat mempengaruhi keuangan sekolah. Apa bila aekidak
bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi bai&rnal
maupun eksternal maka sekolah akan menerima daiygakn
Lebih-lebih lembaga pendidikan swasta yang notabgdak
mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, harus$h jau
sebelumnya sudah mempersiapkan strategi yang dapat
menanggulangi perubahan-perubahan yang berdampala pa
sekolah.

3 M. Nurdin Matry,Op.Cit, him, 180-182.
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6. Strategi Penggalian Dana

Mujamil Qomar merumuskan, bahwa pendidikan swagéa tetap

eksis dalam menggerakkan semua sumber-sumber lkeuaggr mudah

dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan harus merygu strategi

khusus untuk menggali dana. Maka cara/strategi yaemtu ditempuh

antara lain sebagai berikut:

a.

-~ ® o o0 T

Mengajukan proposal bantuan finansial ke Departerdgama
maupun Departemen Pendidikan Nasional.

Mengajukan proposal bantuan finansial ke PemeriDerah.
Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada arangati siswa.
Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai sumgdian
Mengajukan proposal bantuan finansial kepada pemgysaha.
Mengajukan proposal bantuan finansial kepada paratdr di luar
negeri.

Mengajukan proposal bantuan finansial kepada palagk yang

sukses secara ekonomis.

. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatarkgkatungan

finansial.
Memberdayakan wakaf, hibah, infak, jariah, dan galveya.
Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamyang
menagani lembaga pendidikan Islam untuk membantianda
menyarikan dana’

Apabila dana atau uang itu telah didapatkan, manaejbaga

pendidikan Islam harus berusaha mengembangkanngumesaha-usaha

produktif agar uang tersebut tidak mandek ataushdtal ini dilakukan

agar dana bertambah besar meskipun sebagian tejahalklan untuk

kepentingan lembaga. Usaha-usaha tersebut bisgudikamn dalam usaha

mandiri secara otonom maupun bekerja sama dengan gEngusaha

dengan pola bagi hasil. Jika membuka usaha secandim sebaiknya

menyediakan barang atau jasa yang menjadi kebutuhayarakat sekitar,

** Mujamil Qomar,0p.Cit, him, 167-168.
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bahkan kalau bisa kebutuhan rutin mereka. Dengamkan, perputaran

keuangan bisa bergerak dengan cepat. Baik usahdimmaraupun kerja

sama hendaknya diusahakan dengan ekstra hatpkatih kesungguhan,

keuletan, kecermatan, perhitungan yang presidia gemgontrolan secara

ketat dan periodiR®

Dari beberapa uraian di atas penulis menyimpulkahwa sistem

pengelolaan keuangan sekolah gratis adalah segpenbar berikut:

Perencanaan: Penyusunan

anggaran keuangan dan
Pengembangan RAPBS

A 4

Pelaksanaarpenerimaan
dan pengeluaran keuangan

A 4

Evaluasi dan

keuangan

Pertanggungjawaban

\ 4

Strategi
penggalian dana
bagi sekolah
gratis

*® Ibid,.




